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salah satu elemen penting dalam mewujudkan

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan
keadilan

gender. Dalam Anne
Phillips, representasi politik perempuan tidak hanya
mencerminkan keadilan simbolik, tetapi juga memiliki
dampak nyata pada kebijakan yang lebih inklusif dan
responsif terhadap kebutuhan perempuan (Phillips 1995).
Dalam konteks perempuan pekerja migran, representasi
politik ini menjadi semakin mendesak karena kondisi
kerja mereka yang penuh risiko dan sering kali diabaikan
dalam regulasi kebijakan. Dalam konteks ini, penting
untuk memahami bagaimana kesenjangan antara peran
ekonomi mereka yang signifikan dan pengakuan atas

hak-hak politik dapat menciptakan hambatan struktural.

perspektif

Perempuan pekerja Indonesia (PPMI)
memainkan peran strategis dalam perekonomian
nasional. Selain menyumbang devisa melalui remitansi,
mereka juga berkontribusi dalam membentuk
remitansi politik di negara-negara tempat mereka
bekerja (Piper & Rother 2020). Namun, mengapa hak
politik mereka masih sering diabaikan? Hal ini misalnya
tampak pada praktik Pemilu 2024. Banyak PPMI yang
kehilangan hak pilih akibat kurangnya sosialisasi dan
perubahan metode pemilihan dari TPS ke pos. Fakta
ini menunjukkan sebuah ironi. Peran mereka dalam
ekonomi amat signifikan, kendati demikian tidak
terakomodasinya hak politik mereka menunjukkan
adanya persoalan tidak direkognisinya identitas mereka
sebagai bagian penting dalam demokrasi Indonesia.

migran

JP118 hendak menunjukkan bagaimana kelit-
kelindan konteks pekerjaan dan pengalaman konkret
PPMI perlu dikenali dan dipahami untuk dapat melihat
akar permasalahan ini. Misalnya, data dari Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada
tahun 2023 menunjukkan mayoritas PPMI bekerja di
sektor informal, seperti pekerja rumah tangga (PRT)
sebanyak 61.180 orang (25,70 persen) dan pengasuh
sebanyak 46.079 orang (19,36 persen). Dominasi di
sektor informal ini adalah salah sekian faktor yang
menghasilkan  kerentanan para PPMI terhadap
kekerasan, ketergantungan pada majikan, dan isolasi
sosial. Kondisi ini tidak hanya membatasi ruang gerak
mereka, tetapi juga menghalangi mereka dari hak-hak
politik yang seharusnya dimiliki. Misalnya, minimnya
waktu memengaruhi peluang PPMI untuk terlibat dalam

organisasi. Larangan dari majikan untuk cuti saat pemilu
juga merupakan salah satu tantangan partisipasi politik
di masa elektoral. Sejumlah temuan dari artikel JP118
menunjukkan tantangan-tantangan bagi PPMI untuk
terlibat aktif dalam politik.

Kendati demikian, kesadaran politik PPMI tetap
tumbuh melalui
organisasi pekerja migran, hingga partai politik luar
negeri (Kusumastuti 2024). PPMI memiliki sejumlah
tantangan, tetapi mereka juga memiliki agensi dalam
mendorong perubahan sosial. Dalam pemantauan
pemilu 2024 misalnya, terdapat sejumlah gerakan
inisatif dan aksi kolektif dari PPMI untuk menjamin
terlaksananya pemilu yang inklusif dan partisipatif.

media sosial, jaringan keluarga,

Dalam kerangka keadilan sosial, Nancy Fraser
menekankan pengakuan identitas
daya
ketidaksetaraan struktural (Fraser 1995). Perspektif
ini sangat relevan untuk memahami tantangan
yang dihadapi PPMI dalam Pemilu 2024. Misalnya,
di Hong Kong, 95.901 pekerja rumah tangga migran
tidak dapat menggunakan hak pilih mereka akibat
minimnya sosialisasi terkait perubahan metode pemilu.
Di Malaysia, manipulasi Daftar Pemilih Tetap Luar
Negeri (DPT LN) menyebabkan 370 ribu suara pekerja
migran hangus, memaksa pemilu di wilayah tersebut
untuk diulang (Migrant CARE 2024). Kasus-kasus ini
menunjukkan bahwa sistem pemilu luar negeri masih
jauh dari inklusif, merugikan kelompok yang seharusnya
mendapatkan haknya secara setara.

pentingnya

dan redistribusi sumber untuk mengatasi

Pemilu Indonesia 2024 seharusnya menjadi
momentum untuk memperluas akses politik bagi
PPMI. Namun, realitas menunjukkan bahwa jaminan
atas pelibatan mereka dalam proses demokrasi belum
menjadi prioritas negara. Evaluasi yang komprehensif
diperlukan untuk menjawab tantangan ini, dengan
strategi yang mencakup pengakuan identitas sekaligus
redistribusi sumber daya untuk mengatasi hambatan
yang ada. Dengan demikian, keadilan politik bagi PPMI
dapat diwujudkan melalui pendekatan yang lebih

inklusif dan terintegrasi.

Sebagai bagian dari upaya membangun diskursus
tentang hak politik PPMI, Jurnal Perempuan bekerja
sama dengan Migrant CARE mengangkat tema ini
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dalam edisi terbaru. Edisi ini menghadirkan berbagai
topik penting, seperti:

1. Pemilu Indonesia di Luar Negeri sebagai

Arena Aktivisme Perempuan Pekerja
Migran Indonesia: Artikel ini membahas
keterlibatan PPMI dalam pemilu luar negeri,
tantangan administratif dan teknis yang
mereka hadapi, serta usulan pembentukan
daerah pemilihan khusus luar negeri.

. 10 Tahun Kebijakan Jokowi dalam
Perlindungan Pekerja Migran: Pemenuhan
Hak atas Perlindungan Masih Terbatas:
Artikel ini mengevaluasi kebijakan
pemerintahan Jokowi terkait perlindungan
pekerja  migran, dengan fokus pada
implementasi kebijakan berbasis HAM.

. PemiluLuarNegeri: Di Mana Suara, Aspirasi,
dan Representasi Perempuan Pekerja
Migran?: Menggunakan kerangka keadilan
politik Nancy Fraser, artikel ini menganalisis
ketimpangan representasi politik perempuan
pekerja migran.

. Representasi Politik Perempuan Pekerja
Migran Indonesia di Parlemen: Peluang dan
Tantangan: Artikel ini menggali pentingnya
keterwakilan PPMI di parlemen berdasarkan

teori politik kehadiran Anne Phillips.

5. Dinamika Pasivitas Politik: Preferensi
Keterlibatan Politik Pekerja Rumah
Tangga Migran pada Pemilihan Umum di
Negara Penempatan: Artikel ini membahas
bagaimana kondisi kerja yang rentan
memengaruhi pasivitas politik pekerja rumah
tangga migran.

6. Afeksi dan Kesadaran Politik Perempuan
Pekerja Migran Indonesia: Artikel ini
menggunakan teori afeksi Sara Ahmed dan
rekognisi Nancy Fraser untuk memahami
diskriminasi dan kekerasan yang dialami PPMI.

Melalui pendekatan berbasis feminisme, edisi
ini bertujuan untuk memotret sejumlah tantangan
partisipasi politik PPMI sekaligus mendorong reformasi
kebijakan yang lebih inklusif. Edisi ini diharapkan
dapat menjadi refleksi dan bahan pembelajaran untuk
mendesak kebijakan serta praktik demokrasi yang lebih
sensitif dan berkomitmen penuh terhadap pemenuhan
hak-hak PPMI. Dengan demikian, Jurnal Perempuan
edisi 118 berupaya menghadirkan narasi akademis
yang kritis dan empatik terhadap realitas perempuan
pekerja migran (Abby Gina).
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Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Trisna Dwi Yuni Aresta’ & Titi Anggraini?
Universitas Indonesia

Pemilu Luar Negeri: Di Mana Suara, Aspirasi, dan
Representasi Perempuan Pekerja Migran?

Women Migrant Workers in Overseas Elections: Where Are Their
Voices, Aspirations, and Representation?

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 2, 2024, him. 89-101, 2 tabel, 25 daftar
pustaka

The Overseas General Election deliberately neglects justice for
Indonesian Female Migrant Workers (Perempuan Pekerja Migran
Indonesia/PPMI). Structural layers of neglect occur from the formulation
of regulations to their implementation. The economic contributions
made by PPMI fail to be recognized by the state, as reflected in the
fulfillment of their political rights during the general election. This
article discusses the lost voices, aspirations, and political representation
of PPMI due to poor Electoral District (Dapil) arrangements. The data
in this article was gathered from 2024 monitoring activities conducted
by Migrant CARE, an independent election monitoring organisation.
The data was analyzed using Nancy Fraser’s political justice framework,
which encompasses redistribution, recognition, and representation.
The article identifies two interrelated issues: (1) problems in the
arrangement of Electoral Districts for overseas elections that disrupt
the connection between PPMI as constituents and both candidates
and elected representatives; (2) the current Electoral District policies
weaken state advocacy on issues faced by PPMI. This paper proposes
and advocates for establishing a Special Overseas Electoral District to
accommodate the voices, aspirations, and leadership of PPMI in politics
in a meaningful way, thereby achieving representative political justice.

Keywords: PPMI, Overseas Election, Jakarta Il Electoral District

Pemilihan Umum Luar Negeri dengan sengaja mengabaikan
keadilan bagi Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Proses
pengabaiannya secara struktural terjadi secara berlapis sejak
penyusunan regulasi hingga pelaksanaannya. Kontribusi ekonomi
yang diberikan oleh PPMI gagal direkognisi negara. Hal ini tercermin
dalam pemenuhan hak politik mereka selama pemilihan umum. Artikel
ini membahas mengenai suara, aspirasi, dan representasi politik PPMI
yang hilang akibat penataan Daerah Pemilihan (Dapil) yang buruk. Data
dalam artikel ini diperoleh dari hasil pemantauan di tahun 2024 yang
dilakukan oleh Migrant CARE sebagai pemantau Pemilu independen.
Data hasil pemantauan dianalisis dengan kerangka berpikir Nancy
Fraser yakni mengenai keadilan politik melalui konsep redistribusi,
rekognisi, dan representasi. Artikel ini menemukan bahwa beberapa
persoalan yang saling berhubungan, yakni (1) terdapat masalah dalam
penataan Dapil untuk Pemilu di luar negeri yang justru memutus
hubungan antara PPMI sebagai konstituen dengan Caleg maupun wakil
rakyat terpilih; (2) kebijakan penataan Dapil saat ini berdampak pada
lemahnya advokasi persoalan yang dihadapi PPMI oleh negara. Tulisan
ini menawarkan dan mendorong pembentukan Dapil Khusus Luar
Negeri yang dapat mengakomodir suara, aspirasi, dan kepemimpinan
PPMI dalam politik secara bermakna sehingga terwujudnya keadilan
politik yang representatif.

Kata kunci: PPMI, Pemilu Luar Negeri, Dapil Jakarta Il

Ayu Kusumastuti
Universitas Brawijaya

Dinamika Pasivitas Politik: Preferensi-Preferensi
Keterlibatan Politik Pekerja Rumah Tangga Migran pada
Pemilihan Umum di Negara-Negara Penempatan

The Dynamics of Political Passivity: Political Engagement
Preferences of Migrant Domestic Workers in Electoral Processes in
Host Countries

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 2, 2024, him. 103-111, 37 daftar pustaka

The enactment of Election Law Number 7 of 2017 outlines the
requirements for voters, including Indonesian citizens (WNI) residing
within the territory of the Republic of Indonesia or abroad. Focusing
on migrant domestic workers, this paper seeks to analyze the political
participation and engagement of migrant domestic workers in the
political contestation of their homeland. The potential for political
passivity among these workers is highly likely due to the restrictive
nature of transnational caregiving work. This condition limits their
freedom to engage in activities outside their work sphere, including
participation in national elections. However, at the same time, they
are able to identify personal barriers they face as a consequence
of not participating in elections. Migrant domestic workers exhibit
the characteristics of monitorial citizens, individuals who monitor
and respond to election-related information amidst restrictive
work patterns, while also developing alternative forms of political
participation outside of electoral processes.

Keywords: women, migrants, domestic workers, home country,
elections, participation

Pemberlakukan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017
menyatakan tentang syarat pemilih yang meliputi Warga Negara
Indonesia (WNI) yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia atau di luar negeri. Dengan fokus pada pekerja rumah tangga
(PRT) migran, tulisan ini berusaha untuk menganalisis partisipasi politik
dan keterlibatan PRT migran dalam kontestasi politik tanah air. Potensi
pasivitas politik yang dialami oleh para pekerja ini sangat mungkin
terjadi karena proses kerja perawatan transnasional yang sangat
mengikat. Hal ini menyebabkan PRT migran tidak memiliki kebebasan
beraktivitas di luar ranah kerja, termasuk berpartisipasi dalam pemilu
tanah air. Namun di saat bersamaan, mereka dapat mengenali
hambatan-hambatan personal yang dialami sebagai konsekuensi tidak
berpartisipasi dalam pemilu. PRT migran menunjukkan karakteristik
monitorial citizen, yaitu individu yang memantau dan merespons
informasi terkait pemilu di tengah pola kerja yang restriktif, sekaligus
disertai mengembangkan alternatif partisipasi politik di luar partisipasi
dalam pemilu.

Kata kunci: perempuan, migran, pekerja domestik, negara asal, pemilu,
partisipasi
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Indonesian Overseas Elections as an Arena of Activism for
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Although since the first Indonesian general election was held in
1955, it has guaranteed political rights, especially the right to vote,
for Indonesian citizens who are abroad, but in the development of
policies on elections in Indonesia there has been no adequate policy
update. Women Indonesian migrant workers who are the face of the
majority of Indonesian citizens abroad have not participated in the
implementation of Indonesian elections abroad and also have not
felt the direct benefits of organising Indonesian elections abroad.
This research traces the emergence of overseas election monitoring
activities and political education of Indonesian migrant workers. These
initiatives have encouraged the political activism of Indonesian migrant
workers to ensure that Indonesian elections abroad are more qualified,
responsive to the migrant worker protection agenda and encourage the
representation of migrant workers in legislative political representation
contested in elections.

Keywords: politic activism, parliament, overseas election, Indonesian
women migrant workers

Meskipun sejak pemilihan umum Indonesia pertama kali digelar pada
tahun 1955 telah menjamin hak politik, khususnya hak pilih, bagi
warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, namun dalam
perkembangan kebijakan tentang pemilihan umum di Indonesia
belum ada pembaruan kebijakan yang memadai. Para perempuan
pekerja migran Indonesia yang merupakan wajah mayoritas warga
negara Indonesia di luar negeri belum banyak yang berpartisipasi
dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia di luar negeri dan juga
belum merasakan manfaat langsung dari penyelenggaraan pemilu
Indonesia di luar negeri. Riset ini menelusuri adanya kemunculan
aktivitas pemantauan pemilu Indonesia di luar negeri dan pendidikan
politik pekerja migran Indonesia. Inisiatif tersebut telah mendorong
adanya aktivisme politik pekerja migran Indonesia untuk memastikan
pemilu Indonesia di luar negeri lebih berkualitas, responsif pada
agenda perlindungan pekerja migran dan mendorong adanya
representasi pekerja migran dalam keterwakilan politik legislatif yang
dikontestasikan dalam pemilu.

Kata kunci: aktivisme politik, parlemen, pemilu luar negeri, perempuan
pekerja migran Indonesia
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The absence of Indonesian women migrant workers (Perempuan
Pekerja Migran Indonesia/PPMI) in parliament reflects the unfulfilled
political rights of citizens. With various problems of election violations
such as double DPT, overseas election systems that are vulnerable
to manipulation through postal and drop box methods indicate the
vulnerability of the distribution of voting rights as a political right of
a migrant worker, where the majority of migrant workers are women
who work in the informal sector. The presence of migrant workers in
parliament is important to accommodate political rights, both voting
rights and the distribution of opinions. Their political representation in
parliament will reflect the implementation of democratic values, and

be a positive example for other women in politics, especially in the
context of gender justice. This paper uses the gender justice framework
of Squires, the political theory of presence from Anne Phillips, and the
representation theory from Hanna Pitkin to discuss the urgency of
representation of women migrant workers in parliament as a reflection
of the fulfillment of political rights. The research method used is a
critical and in-depth analysis of relevant literature studies.

Keywords: political representation, women migrant workers, parliament

Absennya kehadiran Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di
parlemen mencerminkan belum terpenuhinya hak politik warga negara.
Berbagai persoalan pemilu, seperti DPT ganda dan sistem pemilu di luar
negeri yang rentan dimanipulasi melalui metode pos atau drop box,
menunjukkan kerentanan penyaluran hak pilih bagi PMI. Mayoritas PMI
adalah perempuan yang bekerja di sektor informal sehingga kendala
ini kian membatasi pemenuhan hak politik mereka. Kehadiran PMI di
parlemen menjadi penting untuk mengakomodasi hak politik, baik
hak pilih maupun penyaluran pendapat. Representasi politik mereka
di parlemen akan merefleksikan penerapan nilai-nilai demokrasi dan
menjadi contoh positif bagi perempuan lain di dunia politik, terutama
dalam konteks keadilan gender. Tulisan ini menggunakan kerangka
pemikiran keadilan gender dari Squires, teori politik kehadiran dari
Anne Phillips dan teori representasi dari Hanna Pitkin untuk membahas
urgensi keterwakilan PPMI di parlemen sebagai refleksi pemenuhan
hak politik. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kritis dan
mendalam terhadap studi pustaka yang relevan.
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Fulfillment of the Right to Protection for Indonesian Migrant
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The migration of Indonesian migrant workers has brought positive
contributions to economic development in both the countries of origin
and destination of Indonesian migrant workers. In an effort to provide
protection for Indonesian migrant workers, the government has issued
Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian
Migrant Workers and has carried out several protection initiatives.
However, cases experienced by Indonesian migrant workers for 10 years
actually show a lack of protection efforts for them. Women migrant
workers in the informal sector are even more vulnerable to violence.
This is due to the policy perspective that is more targeted at the area
of economic gain than protection. Qualitative method exploration
was carried out through the collection of literature study data and
compilation of policy data for Indonesian migrant workers during the
10 years of President Joko Widodo's administration. The findings of this
study indicate that there is a lack of commitment to protection efforts
due to the lack of involvement of the experiences of Indonesian migrant
workers in the process and implementation of policies. This study also
proposes further steps that need to be taken to improve policies and
implementation related to the protection of migrant workers.

Keywords: feminization of migration, policy implementation,
development planning, Indonesian women migrant workers, protection
of Indonesian migrant workers

Migrasi pekerja migran Indonesia telah membawa kontribusi
positif dalam pembangunan ekonomi baik di negara asal maupun



negara tujuan pekerja migran Indonesia. Dalam upaya memberikan
perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, pemerintah telah
menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan telah melakukan
beberapa inisiatif perlindungan. Namun, kasus yang dialami pekerja
migran Indonesia selama 10 tahun justru menunjukkan kurangnya
usaha perlindungan bagi mereka. Perempuan pekerja migran di
sektor informal bahkan lebih rentan mengalami kekerasan. Hal ini
disebabkan oleh sudut pandang kebijakan yang lebih menyasar
pada wilayah keuntungan ekonomi ketimbang pada perlindungan.
Penelusuran metode kualitatif dilakukan melalui pengumpulan data
studi kepustakaan dan kompilasi data kebijakan bagi pekerja migran
Indonesia selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kurangnya
komitmen atas upaya perlindungan akibat tidak dilibatkannya
pengalaman pekerja migran Indonesia dalam proses pengambilan
kebijakan dan implementasi kebijakan. Penelitian ini juga mengusulkan
langkah-langkah lebih lanjut yang perlu diambil untuk meningkatkan
kebijakan dan implementasi terkait perlindungan pekerja migran.

Kata kunci: feminisasi migrasi, implementasi kebijakan, perencanaan
pembangunan, perempuan pekerja migran Indonesia, perlindungan
pekerja migran Indonesia
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Affection and Political Awareness of Indonesian Migrant Women
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The problems experienced by Indonesian female migrant workers
both in their own country and in the destination country show how
vulnerable they are to violence. Most of them are workers in the informal

sector such as domestic and care workers, who are categorized as low-
skilled workers. As a result of this categorization, they often experience
discrimination and even violence. This is the impact of neglecting
experiences, especially in fulfilling political rights, which hinders full
access to policy guarantees that protect them. Data were collected
using literature analysis and secondary research. This study uses a
philosophical approach based on Sara Ahmed’s theory of affection
and Nancy Fraser’s recognition of how the experiences of Indonesian
female migrant workers need to include empathetic emotional values
and recognition of the political rights of Indonesian female migrant
workers. The findings of this article highlight the importance of
fostering political awareness through the integration of affection and
recognition in understanding and overcoming the political injustice of
Indonesian female migrant workers.

Keywords: affection, political awareness, Indonesian Female Migrant
Workers, recognition

Persoalan yang dialami perempuan pekerja migran Indonesia baik di
dalam negara sendiri maupun di negara tujuan bekerja menunjukkan
betapa mereka adalah warga negara yang rentan mengalami kekerasan.
Sebagian besar dari mereka merupakan pekerja di sektor informal,
seperti pekerja rumah tangga dan perawatan, yang dikategorikan
sebagai tenaga kerja berketerampilan rendah. Akibat pengategorian
ini, mereka sering kali mengalami diskriminasi bahkan kekerasan. Hal
ini merupakan dampak dari pengabaian pengalaman terutama dalam
pemenuhan hak politik yang menghambat akses penuh atas jaminan
kebijakan yang melindungi mereka. Data dikumpulkan menggunakan
analisis literatur dan riset sekunder. Penelitian ini menggunakan
pendekatan filosofis yang berdasarkan penelusuran teori afeksi dari Sara
Ahmed dan rekognisi dari Nancy Fraser untuk bagaimana pengalaman
perempuan pekerja migran Indonesia perlu memasukkan nilai emosi
yang empatik dan pengakuan hak politik perempuan pekerja migran
Indonesia. Temuan tulisan ini menyoroti pentingnya menumbuhkan
kesadaran politik melalui integrasi antara afeksi dan rekognisi dalam
memahami dan mengatasi ketidakadilan politik perempuan pekerja
migran Indonesia.

Kata kunci: afek, kesadaran politik, Perempuan Pekerja Migran
Indonesia, rekognisi.
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